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Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain
rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan,
rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan
pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yaitu
dengan cara pemberdayaan masyarakat dengan program pembangunan berbasis desa
telah ditetapkan Ketentuan tentang dana desa dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014. Penelitian dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui
Bagaimana konsep pengentasan kemiskinan menurut Umer Chapra, Bagaimana
konsep pengelolaan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar, dan Bagaimana pengentasan kemiskinan di
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif Umer Chapra.
Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Adapun sumber data pada
penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan
penelitian Lapangan (Field Research). Konsep pengentasan yang digunakan oleh
Umer Chapra dalam mengentas kemiskinan yaitu berdasarkan konsep yang berbasis
ekonomi yakni: merealisasikan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan
manusia, mengurangi perbedaan pendapat dan pemerataan kekayaan. Menurutnya,
suatu negara harus memiliki landasan (prinsip-prinsip) ekonomi Islam dalam
mengentaskan kemiskinan paling tidak terdiri atas empat komponen  yakni: tauhid,
adil, khilafah dan tazkiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana
desa terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh
Besar adalah dengan melakukan Pembangunan desa seperti pembangunan jalan,
pemberdayaan ekonomi seperti mengadakan pelatihan menjahit, pelatihan bercocok
tanam hidroponik, pelatihan usaha mikro, peminjaman modal usaha, dan
pemberdayaan BUMG. Dari hasil penelitian tersebut yang telah dianalisis penulis,
maka dapat menyimpulkan pelaksanaan program dana desa untuk pengentasan
kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah telah menerapkan prinsip-prinsip yang
seperti konsep Umer Chapra.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket

1 ا
Tidak

dilamban
gkan

16 ط ṭ
t dengan titik
di bawahnya

2 ب b 17 ظ ẓ z dengan titik
di bawahnya

3 ت t 18 ع ‘

4 ث ṡ s dengan titik
di atasnya

19 غ g

5 ج j 20 ف f

6 ح ḥ h dengan titik
di bawahnya

21 ق q

7 خ kh 22 ك k
8 د d 23 ل l

9 ذ ż z dengan titik
di atasnya

24 م m

10 ر r 25 ن n
11 ز z 26 و w
12 س s 27 ه h
13 ش sy 28 ء ’

14 ص ṣ s dengan titik
di bawahnya

29 ي y

15 ض ḍ d dengan titik
di bawahnya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin

 َ◌ Fatḥah a

 ِ◌ Kasrah i

 ُ◌ Ḍammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan
Huruf Nama

Gabungan
Huruf

ي◌َ 
Fatḥah dan

yā
ai

و◌َ 
Fatḥah dan

wau
au

Contoh:

كیف : kaifa ھول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan
Huruf

Nama Huruf dan tanda

ا/ي◌َ  Fatḥah dan alif
atau yā

ā

ي◌ِ  Kasrah dan yā ī

ي◌ُ 
Ḍammah dan

waw
ū
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Contoh:

قال : qāla

رمى : ramā

قیل : qīla

یقول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tā marbutah hidup (ة)

Tā marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan

ḍammah, transliterasinya adalah t.

b. Tā marbutah mati (ة)

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata (ة)

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah .itu ditransliterasikan dengan h (ة)

Contoh:

الاطفالروضة : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

۟◌ المنورةالمدینة : al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain

rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan,

terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu

layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi

kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan

pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.1

Selain itu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi

untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu

bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di

Negara-negara berkembang masalah kemiskinan ini menuntut adanya upaya

pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu

yang singkat, upaya pemecahan kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk

mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilakukan. Aceh

termiskin ke dua di Sumatera setalah Bengkulu, Sedangkan di Indonesia, Aceh

menempati urutan ke tujuh provinsi termiskin dari 34 provinsi, di bawah Nusa

Tenggara Barat.2 Penyebab kemiskinan di Aceh ialah dimana Pengelolaan dana

APBD , maupun dana bantuan pusat tidak dikelola secara tepat dan sesuai dengan

1Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial, (Surabaya: kencana, 2005), hlm.50.
2Data Badan Pusat Statistik Aceh, Statistik Data Kemiskinan Aceh,

https://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/46, Tahun 2015, diakses tanggal 22 januari 2017.
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sasaran serta tujuan yang telah ditentukan. Sehingga berdampak pada masyarakat

Aceh itu sendiri, tidak mendapat kesejahteraan yang mereka inginkan. Sehingga

yang perlu diperhatikan secara khusus ialah meningkatkan kualitas program dan

kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pada sasaran yang tepat, serta

memperbaiki kinerja lama. Kemudian sumber daya manusia yang tidak memadai, di

mana sebenarnya Aceh kaya akan sumber daya alam yang melimpah namun itu

semua tidak didukung dengan sumber daya manusia, sehingga sumber daya alam

tersebut banyak yang dikelola oleh orang luar, perusahaan swasta lainnya sehingga

memberikan dampak kepada penghasilan daerah yang berkurang. Penyebab

kemiskinan selanjutnya yaitu sulitnya lapangan kerja hal ini bahkan dapat

memberikan dampak kepada angka pengangguran yang lebih tinggi.3

Kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan cara

pemberdayaan masyarakat. Kemudian dengan program pembangunan berbasis desa

telah ditetapkan Ketentuan tentang dana desa dalam Undang- Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Dana Desa serta sejumlah peraturan perundang-undangan

lainnya.4

Pengentasan kemiskinan merupakan cita-cita dari pemerintah dan Islam,

Umer Chapra mengemukakan bahwasannya kebijakan fiskal menjadi alat utama bagi

negara dalam pengentasan kemiskinan, yaitu meliputi belanja pemerintah yang

berperan meningkatkan efesiensi ekonomi dan pemerataan. Kemudian dengan

adanya peran pemerintah yang adil maka kemiskinan dapat diatasi karena dengan

3Ibid.
4Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
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didukung kebijakan fiskal, pemerintah yang adil, maka kemiskinan dapat diatasi

dalam suatu daerah.5

Sebagai konsekuensi adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan

otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono menyatakan

bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung

penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi

daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy” identik

dengan “automoney”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan

kewenangan yang dimilikinya.6

Sumber-sumber dana (fiskal) untuk pembangunan yaitu dari dana otsus Aceh,

dana migas, PAD, APBA, yang kemudian didukung dengan pendapatan yang ada di

desa yang dapat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi di desa tersebut.

Tujuan dari alokasi dana desa yaitu membangun sarana dan prasarana yang

mendukung terhadap pembangunan desa, seperti infrastruktur desa, pengentasan

kemiskinan, pembangunan puskesmas, paud, posyandu, dan hal lainnya yang dapat

membangunan ekonomi di desa tersebut.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 212 Ayat (3) Undang- Undang

Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari 7:

1. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

5Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm
59.

6Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Bandung:
Fokusmedia, 2006), hlm. 107.

7Pasal 212 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
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a. Hasil usaha desa;

b. Hasil kekayaan desa;

c. Hasil swadaya dan partisipasi;

d. Hasil gotong royong;

e. Lain -lain pendapatan asli desa yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh kabupaten/kota;

4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/

kota;

5. Hibah dan sumbangan.

Ketentuan pasal-pasal di atas mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten

untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa

yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin

adanya pemerataan, termasuk Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar

merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Aceh.

Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan, salah satu kecamatan tersebut adalah

Kecamatan Darul Imarah.

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Aceh

Besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengeluarkan Peraturan Bupati

Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun

Anggaran 2016. Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Alokasi Dana
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Gampong yang disebut ADG merupakan bantuan keuangan yang diterima oleh

pemerintah gampong/kelurahan dari Kabupaten Aceh Besar dengan maksud untuk

membiayai program pemerintah gampong/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong/desa.

Salah satu maksud dan tujuan dari pemberian bantuan langsung Alokasi Dana

Desa adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di

antara masyarakat desa. Kemiskinan itu sendiri berasal dari kata miskin, pada

berbagai literatur kita akan lebih sering menemukan kata tersebut diartikan sebagai

sebuah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki cukup harta

atau dengan kata lain sebutan miskin dengan mudah diberikan kepada orang-orang

yang tidak mampu membiayai kehidupannya secara layak.

Kemiskinan sudah seharusnya diberantas, karena kemiskinan menjadi salah

satu sumber kekufuran seseorang, sebagaimana dalam Alquran Allah berfirman

dalam QS. Al-‘An’ām ayat 165:











Artinya:“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain itu, tujuan dari dana desa ini adalah untuk membangun infrastruktur

desa, jalan desa, irigasi, sanitasi, jalan usaha tani, embung, dan sebagainya. Maka
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masalah pengangguran dan kemiskinan di desa yang sebelumnya dilaporkan

mengalami peningkatan, akan dapat ditekan angkanya secara signifikan, karena

mereka akan bekerja dan memiliki pendapatan layak”.8

Penelitian ini mengambil teori Umer Chapra karena sebenarnya, Umer

Chapra telah memberikan pandangan dan pendapat tentang desentralisasi fiskal ini.

Terkait prinsip pembelanjaan publik, beliau memberikan 6 dasar yang rasional dan

konsisten mengenai prioritas belanja publik9:

a. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya

masyarakat

b. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas

penyediaan rasa tentram

c. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus lebih diutamakan di atas

kepentingan minoritas yang lebih sedikit

d. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan

pengorbanan ataupun kerugian publik, dan pengorbanan ataupun kerugian

yang lebih besar dapat dihindarkan dengan menjatuhkan pengorbanan atau

kerugian yang lebih kecil

e. Siapapun yang menerima manfaat harus menangung biayanya

f. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi juga merupakan

suatu kewajiban untuk pengadaanya.10

8http://news.okezone.com/read/2015/09/20/337/1217740/dana-desa-solusi-pengangguran-
dan-kemiskinan, diakses tanggal 25 November 2016.

9Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 59.
10Ibid.,
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Implementasi dari Perpu Nomor 72 Tahun 2005 tersebut sangatlah beragam,

dan diakui belum semua daerah mengalokasikannya minimal 10 persen. Kenyataan

ini dialami pula oleh kabupaten/kota di Propinsi Aceh, salah satunya adalah

Kabupaten Aceh Besar, ada daerah yang belum menjalankannya dan ada pula yang

telah merencanakan program 1 milyar per desa melebihi apa yang disyaratkan dalam

Perpu tersebut.

Berpijak dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam rencana kajian ini

adalah melihat konsep pengelolaan penyaluran alokasi dana desa, kemudian akan

dikaji dampak alokasi desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan mengunakan

indikator kemiskinan. Hal ini menjadi sangat penting karena sebagian besar

penduduk di Kabupaten Aceh Besar khususnya kecamatan Darul Imarah bertempat

tinggal wilayah perdesaan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah selama Alokasi

Dana Desa (ADD) berjalan hampir tujuh tahun, masih dirasakan kurang efektif, hal

ini dapat dilihat dari masih lambatnya penurunan kemiskinan di daerah perdesaan.

Bahkan ada beberapa daerah yang belum menjalankan Permendagri No.37/2007

tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penyebab kemiskinan yang utama

di Aceh Besar ialah kurangnya tercipta lapangan pekerjaan dan kurangnya SDM.

Jika angka pengangguran tinggi, maka akan banyak output yang hilang, pendapatan

menurun. Pentingnya penanganan kemiskinan (pengangguran) dari segi ekonomi dan

kerugian besar yang diakibatkan oleh pengangguran (kemiskinan) merupakan segi-
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segi masalah yang ditinjau dalam analisis siklus ekonomi.11 Dampak sosial dari jenis

kemiskinan (pengangguran) ini relatif besar dan memiliki banyak efek negatif, dari

hal ini diantaranya tingkat kriminalitas ikut bertambah, serta pengemis juga ikut

bertambah karena dorongan ekonomi, kemudian dengan adanya dana desa

pemerintah berharap dapat mengatasi kemiskinan, dapat menanggulangi

pengangguran dan dapat mensejahterakan rakyat, seperti tujuan dana desa dalam

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang dana desa, namun faktanya di lapangan

ialah sangat jauh dari harapan tersebut, di mana dana desa tidak dikelola dengan

baik, angka kemiskinan masih meningkat, dan banyak program-program yang ada

tidak berjalan dengan semestinya di Kecamatan Darul Imarah.12

Untuk itu penelitian ini mengkaji beberapa masalah mendasar yang dianggap

mempengaruhi hal tersebut, dengan mengadakan suatu penelitian yang berjudul

“Konsep dan Pengelolaan Dana Desa dan Relevansinya dengan Pengentasan

Kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pengentasan kemiskinan menurut Umer Chapra?

11Mankiw, N. Gregory. Pengantar Ekonomi Makro. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
2006). hlm. 105.

12Wawancara dengan Hasanuddin, Camat Darul Imarah, pada tanggal 12 September 2017, di
Aceh Besar.
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2. Bagaimana konsep pengelolaan dana desa terhadap pengentasan

kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?

3. Bagaimana Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah

Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif Umer Chapra ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pengentasan kemiskinan menurut Umer Chapra

2. Untuk mengetahui konsep pengelolaan dana desa terhadap pengentasan

kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

3. Untuk mengetahui pengentasan kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah

Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif Umer Chapra

1.3 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan lebih mengarahkan pembaca dalam

memahami judul skripsi ini, peneliti perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang

terdapat dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang ingin dibahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Konsep
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Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu

peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan

komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik.13

1.4.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan

pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami

istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari

segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang

telah mapan, dan lain-lain.14

1.4 Kajian Pustaka

Dari penelusuran referensi yang ada, tidak banyak dijumpai karya-karya

ilmiah yang membahas persoalan konsep dana desa dan pengentasan kemiskinan di

kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar : pendekatan teori Umer Chapra. Hal ini dapat

dimaklumi, namun pembahasan mengenai tinjauannya secara akademis yang dimuat

dalam bingkai ilmiah belum tersedia, untuk mendukung pembahasan tersebut yang

lebih mendalam terhadapt masalah di atas, penulis mencoba melakukan kajian

terhadap beberapa literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi objek

13Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), hlm.675.

14Ibid.
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penelitian yang dimaksud. Berikut adalah beberapa referensi yang penulis jadikan

sebagai kajian pustaka yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Analisis Alokasi Dana Desa APBD dan Berbagai Terhadap Pengembangan

Desa Di Kecamatan Sei Rampah yang ditulis oleh Wira Gusni Simanjuntak,

Penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada perbedaan pendapatan rata-rata

rumah tangga setelah pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Sei

Rampah dan menganalisis manfaat Alokasi Dana Desa terhadap Pengembangan Desa

dari tanggapan pimpinan desa dan masyarakat di Kecamatan Sei Rampah. Penulisan

selanjutnya dilakukan oleh Siti Ainul Wida dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan

alokasi dana desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten

Banyuwangi” Penelitian ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas, yang

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh

pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Selain itu juga ada skripsi yang ditulis yang berjudul Riska Yuliani yang

berjudul “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan

Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali” Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pengalokasian, pengelolaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa

(ADD) dan menganalisis dampak Alokasi Dana Desa terhadap penyerapan tenaga

kerja serta persepsi aparatur desa di Kabupaten Boyolali.

1.6. Metode Penelitian
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Penelitian yang berjudul “Konsep Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar” ini merupakan penelitian

menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan

penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati.15 Pada Penelitian ini, penulis juga menggunakan metode yang telah

ada, sehingga hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggungjawabkan

serta dapat dipergunakan untuk menjawab masalah yang akan diteliti.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian Lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan

atau objek yang sebenarnya: penyelidikan empiris dengan menggunakan data

konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek

riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.16

1.6.1.1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan  adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam

kehidupan atau objek yang sebenarnya: penyelidikan empiris dengan menggunakan

data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada

objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.17

1.6.1.2. Penelitian Kepustakaan(Library Research)

15Moleong, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2009), hlm. 3.

16Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah,
(Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.



13

Penelitan ini untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dan para ahli

sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan

berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang

berasal dari Disperindag. Pengumpulan data sekunder dilakukan terhadap penelitian

dengan menggunakan buku bacaan sebagai  landasan untuk mengambil data yang

ada kaitannya dengan objek peneitian ini, dimana penulis dapatkan dengan cara

membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan. Kemudian

dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini

sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan

data dari suatu penelitian.18

1.6.2.1. Pengamatan (Observation)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh

peneliti guna mengungkap pengamatan non partisipatif yaitu dalam melaksanakan

pengamatan, peneliti tidak secara terus menerus secara intens dan aktif mengikuti

pola penanggulangan kemiskinan masyarakat desa di Kecamatan Darul Imarah

Kabupaten Aceh Besar.

1.6.2.2. Wawancara (interview)

18Muhammad Nazir, Metodologi Penelitian, Cet.IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.
65.
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Adalah percakapan dengan maksud ter-tentu. Percakapan itu dilakukan oleh

dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu19.

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam

wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok,

sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik Wawancara digunakan

untuk mengungkap data tentang Konsep Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu

instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pimpinan

sasaran atau subjek penelitian.

1.6.2.3. Dokumentasi

Arikunto, menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai

hal/variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat

dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang

berupa catatan-catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat

bukti yang resmi20. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen

resmi yang ada di kantor Kecamatan Darul Imarah dan Desa Lamtheun, Desa

Lamsidaya, dan Desa Lampeunerut.

1.6.3. Analisis Data

19 Moleong, Metodologi Penelitian...hlm.186.
20Arikunto, Metodologi Penelitian...hlm.188.
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Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting jika dilihat dari tujuan

penelitian. Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada

orang lain.21 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses

penggambaran lokasi penelitian sehingga dalam penelitian ini akan diperoleh

gambaran Konsep Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Darul

Imarah Kabupaten Aceh Besar. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah

berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisis data, yaitu tahap pemanfaatan

data sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat

digunakan dalam menjawab pokok permasalahan. Dalam penelitian ini analisis yang

digunakan bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan 4 tahap, antara lain :

1. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dan

penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan

hasil observasi dan wawancara di lapangan. Analisis selama pengumpulan data

dilakukan dengan menggunakan multi sumber bukti, membangun rangkaian bukti

dan klarifikasi dengan informasi tentang draf kasar dari laporan penelitian.

2. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data “ kasar” yang muncul dari

21Moleong, Metodologi Penelitian....hlm. 248.



16

catatan-catatan tertulis di lapangan.22 Reduksi data ini akan dilakukan secara

terus menerus selama penelitian berlangsung.

3. Sajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data yaitu langkah terakhir dari analisis

data. Dalam penarikan kesimpulan ini harus didasarkan pada reduksi data dan

sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam

penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka

dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 5 bab sebagaimana di bawah ini :

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan

metode penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan tentang pengertian dana desa, dasar hukum

pengalokasian dana desa, tujuan dan sasaran pengalokasian dana desa, dan

mekanisme pengelolaan dana desa.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang biografi Umer Chapra, karya-karya

Umer Chapra, konsep pengentasan kemiskinan menurut Umer Chapra.

22Arikunto, Metodologi Penelitian...hlm.61-66.
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Bab keempat berisi tentang demografi kecamatan Darul Imarah, kebijakan

pengalokasian dana desa di kecamatan Darul Imarah, alokasi dana desa untuk

pengentasan kemiskinan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan

penelitian yang kemudian dilengkapi dengan sara-saran yang kiranya dapat

bermanfaat sebagai masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.
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BAB DUA

KONSEP DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI INDONESIA

2.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi

desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa.23 Di dalam PP Nomor 60 Tahun

2014 Tentang Dana Desa yaitu Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat

dan pemberdayaan masyarakat.24 Selama ini desa menjadi bagian wilayah yang

selalu terpinggirkan yang identik dengan keterbelakangan penduduk yang usia renta,

pekerjaan yang tidak menunjang kehidupan serta kemiskinan, sehingga yang terjadi

sekarang ini penduduk yang usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke

kota dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya akibatnya desa

semakin terpinggirkan sementara kota mengalami over population. Dengan adanya

dana desa maka penduduk desa yang usianya produktif dapat mengelola dana desa

tersebut hingga desa tersebut menjadi mandiri serta dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi di desa tersebut. Dari dana desa tersebut tetap diarahkan untuk dua bidang

23Laporan kajian sistem “Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa,
Direktorat Penelitian dan pengembangan, Jakarta, 17 juni 2015.diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

24 PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2.
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yang dapat membantu kesejahteraan rakyat, yaitu: membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, dengan pelaksanaan swakelola dengan menggunakan

menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan

peningkatan daya beli masyarakat desa terjaga, kemudian kegiatan yang mendorong

masyarakat produktif secara ekonomi. Pemerintah mengharapkan kebijakan dana

desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di desa berbasis masyarakat

dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dengan adanya dana desa, desa memiliki

kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan.

2.2 Dasar Hukum Pengalokasian Dana Desa

Ketentuan tentang dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 serta sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya tentang desa, yaitu di

mana desa memiliki hak seutuhnya untuk menjalankan apa saja yang ada di desa

untuk kesejahteraan masyarakatnya serta untuk mendapatkan peningkatan kualitas

hidup mereka.25 Secara khusus untuk dasar hukum pengalokasian dana desa

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) yang

berbunyi : “ Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari pertimbangan yang

diterima Kabupaten/Kota,26 kemudian PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6/2014, PP 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014

yaitu : Permendagri No 111/2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa,

Permendagri No 112/2014 tentang pemilihan kepala desa, Permendagri No 113/2014

25Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (8)
26Ibid., Pasal 71 Ayat (1)
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tentang pengelolaan keuangan desa, Pemendagri No 114/2014 tentang pedoman

pembangunan desa. Permendes No 1/2015 tentang pedoman kewenangan lokal

berskala desa, Permendes No 2/2015 tentang musyawarah desa, Permendes No

3/2015 tentang pendampingan desa, Permendes No 4/2015 tentang pendirian,

pengurusan, pengelolaan, pembubaran BUMDes, Permendes No 21/2015 tentang

prioritas penggunaan dana desa TA 2016. PP 60/2014 tentang dana desa bersumber

dari APBN, PMK No 257/PMK 07/2015 tentang tata cara penundaan dan/ atau

pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi ADD. PP

22/2015 perubahan atas PP 60/2014, PMK No 247/PMK 07/2015 tentang tata cara

pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.27

2.3 Tujuan dan Sasaran Pengalokasian Dana Desa

Berikut ini ada beberapa tujuan dari pengalokasian dana desa yaitu:

1. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara

swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat

dari desa tersebut.

2. Membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat28.

3. Terciptanya kemandirian desa dalam partisipasi baik di desa, daerah

maupun kota dengan mendorongnya kemandirian desa dalam

27Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
28http://www.puncakkab.go.id/berita/168/tujuan-dana-desa-untuk-mensejahterakan-

masyarakat-kampung, di akses 15 November.
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meningkatkan kemampuan desa maka akan mengurangi angka

pengangguran dan menekan angka kemiskinan di desa tersebut.

4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih

meratakan pendapatan.

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan

pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai

kewenangan serta meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat di

desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, kemudian meningkatkan

pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha

bagi masyarakat desa.

6. Memprioritaskan pembangunan desa agar tidak tertinggal dan

mendorong masyarakatnya menjadi lebih aktif dalam pengentasan

kemiskinan, penyaluran dana menjadi hal penting untuk pembangunan

desa yang lebih maju.

7. Memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk proyek seperti

pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Posyandu. Prioritas

lainnya adalah pembangunan infrastruktur, misalnya irigasi pertanian,

jalan, usaha tani, saluran air, dan jembatan yang dibangun swakelola.29

Sasaran pengalokasian dana desa yaitu lebih kepada desa yang tertinggal atau

desa sangat tertinggal yang meliputi sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dana

kekehidupan masyarakat yang dapat memudahkan masyarakat setempat. Seperti:

29http://www.kompasiana.com/agarpemanfaatandanadesatepatsasaran/olehbagasjanuarinaldid
wiputra, dikutipdariantaranews 3 november 2015, diakses pada tanggal 10 agustus 2017.



22

1. Sarana prasarana dalam pelayanan umum,

2. Pendidikan,

3. Kesehatan dan lain sebagainya.

4. Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang

pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan

yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa

dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta peluasan

skala ekonomi individu warga atau sekelompok masyarakat dan desa.30

2.4 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid

menjelaskan ada empat program prioritas yang perlu dijalankan terkait

penggunaan dana desayaitu : pertama program unggulan kawasan pedesaan, desa

tumbuh dan berkembang atas potensi yang dimilikinya. Kedua penguatan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiga dana desa juga dipergunakan untuk

membangun embung di desa. Keempat penyelenggaraan event olah raga desa, seperti

liga desa.31 Menurut beliau empat program prioritas ini bisa menggerakkan ekonomi

dan meningkatkan perekonomian desa.

30T Rianto-ejournala dministrasi Negara, 2015/ejournal.an.fisip/unmul.ac.id, diakses pada
tanggal 27 juli 2017.

31http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/19/155124526/empat fokus pengelolaan dana
desa, diakses pada tanggal 25 september 2017.
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Pengalokasian dana desa pertama berawal dari APBN yang kemudian

ditransfer ke daerah dan dana desa pengalokasian dana desa sebagaimana dihitung

berdasarkan dua hal yaitu alokasi dasar 90% dan 10% formula alokasi yang dihitung

dengan memperhatikan 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan

desa, 10% untuk luas wilayah desa dan 30% tingkat kesulitan geografis desa/kota.

Alokasi dana desa per desa diserahkan kepada Bupati/Walikota dan kemudian

Bupati/Walikota menghitung serta menetapkan rincian dana desa per desa. Selain itu

Bupati/Walikota harus menyediakan  beberapa peraturan sebagaimana di atur dalam

Pasal 11 ayat 2 di antaranya:

1. Tata cara penghitungan rincian dana desa

2. Penetapan rincian dana desa

3. Mekanisme dan tahap penyaluran dana desa

4. Prioritas penggunaan dana desa

5. Penyusunan dan peyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa,

dan

6. Sanksi-sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan dana desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran

berjalan dengan ketentuan:

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);

b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).32

32Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke
Daerah dan Dana Desa.
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Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran

Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke

RKUD. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat pada minggu

kedua. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 1, disalurkan oleh

kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa

dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:

1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan

besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan

2. APBD kabupaten kota telah ditetapkan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah

APB Desa ditetapkan.33

33Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.
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BAB TIGA

KONSEP UMER CHAPRA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI FISKAL

DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

3.1. Biografi Umer Chapra

Umer Chapra adalah seorang pakar ekonomi berkebangsaan Pakistan yang

kemudian menetap dan mendapatkan kebangsaan Saudi. Beliau dilahirkan pada

tanggal 1 Februari 1933 di India yang pada waktu itu belum terbagi menjadi Pakistan

dan India. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Umer Chapra dilahirkan dalam

keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai

karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan sehingga

memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik. Masa kecilnya ia habiskan di

tanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk

meneruskan pendidikannya di sana sampai meraih gelar Ph. D dari universitas

Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan

menikahi Khairunnisa Jamal Mundia tahun 1962, dan mempunyai empat orang anak,

Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.34

Dalam karir akademiknya Umer Chapra dari kecil sudah memperlihatkan

kecerdasan sehingga pada ujian mendapatkan medali emas dari Universitas Sindh

pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihnya sebagai urutan pertama dalam uijan

34Ekonomi Syariah, “Dr. M. Umer Chapra, ”artikel di akses 20 Agustus 2017
darihttp://blogekonomisyariah.wordpress.com/2010/03/30/dr-m-umer-chapra-tokoh-ekonomi-islam-
kontemporer.html.



26

masuk dari 25.000 mahasiswa.35 Setelah itu, beliau melanjutkan jenjang pendidikan

perguruan tinggi di university of Karachi pada tahun 1954 dan 1956 memperoleh

gelar B.Com / B.BA ( Bachelor of Business Administration) dan M.Com / M.BA

(Master of Business Administration). Beliau akhirnya menyelesaikan program Ph.D.

dalam bidang ekonomi di University of Minnesota pada tahun 1961.36

3.1 Karya-Karya Umer Chapra

Umer Chapra adalah salah satu ekonom kontemporer Muslim yang paling

terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat. Banyak karya-karyanya yang

telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa Indonesia.

Umer  Chapra telah menulis 12 buku, 60 karya ilmiah dan 9 referensi buku, belum

artikel lepas di berbagai jurnal dan media massa. Buku pertamanya, “Towards a Just

Monetary Sistem”, dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham,

Inggris, sebagai “presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini”

dalam Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies. Buku ini adalah

salah satu pondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi

Muslim modern. Ini lah buku yang menjadi buku teks wajib disejumlah Universitas

dalam subjek ekonomi Islam. Berikut ini dipaparkan beberapa pemikiran

ekonominya melalui karya-karya ilmiahnya yang sudah diterbitkan.

35Luqman,”Dr. M. UmerChapra,”ekonomi kontemporermuslim,” artikel di atas di akses pada
22 Agustus 2017 dari http://lugmannomic.wordpress.com/2007/07/28/dr-umer-chapra-ekonom-
muslim-kontemporer.html.

36M. Umer Chapra, Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam, (Jakarta:Bumi
Aksara, 2008), hlm. 15.



27

1. Umer Chapra dan sistem moneter Islam.37

Buku ini membahas masalah yang berkaitan dengan sistem perbankan dan

keuangan Islam. Buku ini terdiri dari sembilan bab. Bab pertama membahas tentang

sasaran dan strategi sistem perbankan dan keuangan dalam perekonomian Islam. Bab

kedua membahas tentang hakikat riba dalam Islam baik yang terdapat dalam

Alquran, hadis dan literatur fikih. Bab tiga membahas pembiayaan lewat penyertaan

modal, membuat saluran untuk penyertaan modal, kemitraan dan koperasi. Bab

empat dikemukakan tentang beberapa revormasi fundamental sebagai solusi

selanjutnya untuk keluar dari praktek riba. Bab kelima mengevaluasi keberatan yang

timbul karena adanya penghapusan riba dan memperlihatkan alasan di balik larangan

riba. Bab keenam dikemukakan tentang pendirian lembaga institusional yang secara

prinsip berbeda dengan institusi konvensional dalam hal lingkup dan tanggung

jawab. Bab ketujuh membahas tentang pengelolaan kebijakan moneter dalam

lembaga yang baru. Bab kedelapan mengevaluasi program yang diajukan sesuai

dengan tujuan yang dibahas pada bab pertama dan diakhiri dengan bab kesembilan

yang merupakan bab kesimpulan.38

2. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.

Buku ini terdiri dari delapan bab. Bab satu membahas ilmu ekonomi

konvensional. Bab kedua membahas paradigma Islam sepanjang sejarah. Bab tiga

membahas dapatkah sains dibangun diatas landasan paradigma Agama. Bab empat

membahas ilmu ekonomi Islam. Bab kelima membahas dinamika sosio ekonomi

37Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (terj. Ikhwan Abidin Basri), (Jakarta: Gema Insani
Press, 2000), hlm. 58.

38Ibid., hlm.88.
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pada ilmu ekonomi Islam klasik. Bab keenam membahas penyebab kemerosotan

kaum muslimin: penerapan analisis Ibn Khaldun terhadap sejarah kaum muslimin.

Bab ketujuh membahas kebangkitan masa kini: sebuah servei dan bab terakhir

(kedelapan) membahsa perjalanan aksi masa depan.

3. Umer Chapra dengan judul bukunya Islam Dan Tantangan Ekonomi.

Buku ini terdiri dari dua belas bab. Bab pertama membahas tentang batas-

batas kapitalisme. Bab dua membahas kemunduran sosialisme. Bab tiga krisis negara

kesejahteraan. Bab empat membahas inkonsistensi ekonomi pembangunan. Bab lima

membahas tentang pandangan dunia Islam dan strateginya. Bab enam membahas

malaise (degenerasi moral dan polotik). Bab ketujuh membahas tentang

menghidupkan faktor kemanusiaan. Bab kedelapan membahas tentang megurangi

konsentrasi kekayaan. Bab kesembilan membahas tentang restrukturisasi ekonomi.

Bab kesepuluh membahas tentang restrukrisasi keuangan. Bab kesebelas membahas

tentang perencanaan kebijakan strategis dan bab terakhir membahas kesimpulan.

3.3 Konsep Pengentasan Kemiskinan Menurut Umer Chapra

Ada tiga sasaran yang ingin diwujudkan oleh sistem Ekonomi Islam dalam

pengentasan kemiskinan berdasarkan konsep yang berbasis ekonomi menurut Umer

Chaprah, yakni:

(1) Merealisasikan pertumbuhan ekonomi, ialah menjalankan kebijakan-

kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah,

seperti membuka koperasi simpan pinjam untuk masyarakat yang ingin membuka

suatu usaha, meningkatkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan sekaligus
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pengusaha yang bertugas mengombinasikan beberapa faktor produksi dalam kegiatan

yang menghasilkan barang maupun jasa, meningkatkan sumber daya alam, dan lain-

lain.

(2) mewujudkan kesejahteraan manusia, untuk mewujudkan kesejahteraan

tersebut maka perlu suatu kewajiban kolektif (fardu kifayah) bagi masyarakat

muslim untuk memberikan pembinaan latihan dan kesempatan kerja yang optimal.

Lebih-lebih karena salah satu prinsip syariah mengajarkan tidak boleh menimpakan

bahaya kepada orang lain.

(3) mengurangi perbedaan pendapat dan pemerataan kekayaan, agar adanya

sikap keadilan dari pemimpin, di mana bersikap adil dalam kepemimpinannya di

mana suatu pemimpin itu tidak boleh memperkaya keluarga sendiri harus adil dalam

masyarakat.39

Dalam konsep pengentasan kemiskinan menurut Umer Chapra, suatu Negara

harus memiliki landasan (prinsip-prinsip) ekonomi Islam dalam mengentaskan

kemiskinan setidak-tidaknya terdiri atas empat komponen yakni: tauhid, adil,

khilafah dan tazkiyah.

1. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Tauhid bermakna kemahaesaan Allah SWT sebagai pencipta, pemilik semua

yang ada di bumi dan di langit, pemberi rezeki secara adil, yang berkuasa atas

segala sesuatu. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta secara sadar

39Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Syariah,
(Kholam Publishing. Tangerang, 2008), hlm. 147.
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diciptakan oleh Allah SWT,40 sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya: QS:

‘Āli ‘Imrān ayat:190;






Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”

Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai

pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Oleh karena itu manusia harus

memanfaatkannya se-efisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna

memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yakni untuk diri sendiri dan untuk

orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan

dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Prinsip Tauhid juga berkaitan erat

dengan aspek kepemilikan dalam Islam. oleh sebab itu kepemilikan yang bersifat

mutlak (absolute) dalam Islam tidak dibenarkan karena melanggar nilai yang

terdapat dalam nilai esensial yang terdapat dalam nilai tauhid yang menjadi nilai

dasar dalam ajaran Islam. Kepemilikan manusia di dalam Islam hanya bersifat

relative karena segala sesuatunya merupakan titipan Allah yang diberikan kepada

manusia sebagai amanah untuk mengelolanya karena manusia merupakan khalifah

fil al-ardi.

40Masyhuri, Teori Ekonomi dalam Islam, (Yogyakarta: Kreasi Wacanah, 2005), hlm. 29.
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2. Prinsip Khalifah

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi yang harus

menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandat”

kekhalifahan Allah SWT. Posisi manusia sebagai khalifah dapat dilihat dalam

beberapa ayat al-Quran, seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat 30:















Artinya:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Untuk mendukung tugas kekhalifahan tersebut manusia dibekali dengan

berbagai kemampuan dan potansi spiritual. Di samping disediakan sumber

material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu tercapai secara efektif.

Menurut Umar Chapra, prinsip khilafah berimplikasi pada terjadinya:

a. Persaudaraan Universal

Prinsip khilafah dapat mewujudkan sikap persatuan dan persaudaraan yang

mendasar dariumat manusia. Sebab setiap manusia merupakan khalifah dan

kehormatan itu tidak dipegang atau dimonopoli oleh golongan atau orang tertentu.
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Dengan terjalinnya rasa persaudaraan itu, maka arah pengembangan ekonomi

yang dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan

pribadi, tapi lebih dari itu, secara bersama-sama dan saling mendukung dalam

pengembangan ekonomi yang memperkaya kehidupan manusia secara umum.

b. Sumber-sumber Daya adalah Amanat.

Sumber-sumber daya yang diberikan Allah SWT kepada manusia dalam

rangka tugasnya sebagai khalifah, merupakan amanat. Sumber-sumber daya itu

bukan milik mutlak manusia yang harus digunakan secara “sewenang-wenang”.

c. Gaya Hidup Sederhana

Manusia sebagai khalifah harus bersikap dan bertindak sesuai dengan apa

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Konsekuensinya adalah manusia harus

selalu bersikap sederhana, gaya hidupnya tidak mencerminkan kesombongan,

keangkuhan dan kemegahan. Manusia tidak menggunakan sumber daya alam

secara berlebih-lebihan dan tidak digunakan pada hal-hal yang tidak bertentangan

dengan nilai-nilai syariah. Untuk mempertanggungjawabkan kekhalifahan

manusia, setidaknya ada empat landasan sebagai rujukannya. Adapun landasannya

adalah: pertama adalah bahwa kehidupan manusia di dunia ada akhirnya. Kedua

pembalasan secara sempurna atas perbuatan manusia (kekhalifahan) akan terjadi

setelah hari akhir. Ketiga, bagi yang memperoleh surga dan jauh dari meraka

merupakan keuntungan dan kemenangan yang besar. Demikian sebaliknya, bagi

yang memperolah meraka merupakan suatu kerugian dan penyesalan. Keempat,

kehidupan dunia merupakan kesenangan yang menyesatkan.41

41Masyhuri, Teori Ekonomi dalam Islam...,hlm. 30-31.
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3. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam perekonomian Islam.

bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat Alquran dan

sunnah Rasul tapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam, di mana alam

diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi

bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para

kerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang

dikeluarkan. Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah

ditekankan oleh Alquran dan bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian itu

adalah penegakan keadilan. Hak antara para pekerja (kaum proletar) dan pemilik

modal (kaum borjuasi) sama dalam pengertian proporsionalitas, kaum borjuis

tidak menggunakan secara sewenang-wenang haknya, yaitu dengan

mengorbankan hak orang lain untuk mewujudkan dan merealisasikan yang

menjadi haknya, yaitu dengan menghalalkan segala cara, supaya dia tidak

mengalami kerugian. Menurut Umar Chapra, dilihat dari aspek aqidah Islam,

Alquran menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.

Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan

karena tanpa keadilan kebenaran itu akan sulit diwujudkan dan terealisasi dengan

baik. Pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang dalam membuat

kebijakan tanpa melihat keadaan masyarakat, yaitu dalam artian bisa

mensinergiskan antara kepentingan Negara dan kepentingan rakyat. Unsur-unsur
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manusia di dunia ini lebih sering bisa ditegakkan oleh keadilan yang penuh

dengan dosa dari pada bisa ditegakkan dengan pelanggaran hak yang tanpa dosa

sekalipun bersamanya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Allah menegakkan Negara

yang adil meskipun Negara itu kafir, dan tidak akan menegakkan Negara yang

zalim meskipun itu Negara Islam. Juga sering dikatakan bahwa dunia tidak akan

hancur karena berpadunya keadilan dan kekafiran, sementara dunia akan hancur

karena berpadunya Islam dan kezaliman‟. Bukan seperti pemerintahan sekarang,

yang memegang kekuasaan dan kendali pemerintahan lebih diutamakan tanpa

memperdulikan nasib rakyat yang terlunta-lunta karena tidak mampu untuk

mendapatkan sesuap nasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Prinsip Tazkiyah atau Keseimbangan

Kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan.

Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan

antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan

kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan

keselarasan antara lahir dan bathin, individu dan masyarakat. Kesejahteraan

manusia telah menjadi tujuan seluruh masyarakat. Bagaimanapun tetap ada suatu

perbedaan pendapat mengenai apakah kesejahteraan itu dan bagaimana dia dapat

diwujudkan. Sekalipun persyaratan materi bukan menjadi satu-satunya unsur

kesejahteraan, orang modern yang berpandangan sekuler, dengan terutama

ditekankan pada syarat itu, tampak mempercayai bahwa kesejahteraan dapat

terwujud. Tujuan-tujuan ini meliputi: penghapusan kemiskinan, pemenuhan

kebutuhan pokok materi dari semua individu. Tersedia untuk setiap orang setiap
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kesempatan untuk mendapatkan nafkah yang jujur, distribusi pendapatan dan

kekayaan yang merata.42 Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung

makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara dari

hasil pendapatan Negara. Seperti: zakat, Shadaqah, ghanimah (harta rampasan

perang), fa’i (harta rampasan perang yang tidak melalui peperangan), kharaj

(pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), ‘ushr (zakat tanaman) dan

sebagainya. Keseimbangan dalam pendistribusian tersebut tidak secara terperinci

disebutkan dalam Alquran tetapi dipraktekkan pada masa awal Islam.

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap

pemborosan.43 Berkaitan dengan dimensi vertikal Islam yang ditunjukkan dengan

prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan atau kesejajaran membentuk dimensi

kehidupan yang bersifat horizontal. Tujuan ekonomi Islam membawa kepada

konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk

kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di

bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah

diperuntukkan untuk manusia kesemuanya bertujuan untuk beribadah kepada

Allah SWT.44 Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan

insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai

Ilahiah. Dikatakan sebagai ekonomi insan karena sistem ini dilaksanakan dan

diajukan untuk kemakmuran manusia. Sedangkan Umer Chapra menyebutnya

42M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer,
(Surabaya:Risalah Gusti, 1999), hlm. 1.

43Nurul Huda, dkk.,Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 2008),
hlm. 5.

44Mustafa Edwin Nasution, dkk.,Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana,
2007), hlm. 9.
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dengan ekonomi tauhid. Cerminan watak “ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada

aspek pelaku ekonominya sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek

aturan yang harus dipedomani oleh para pakar ekonomi.45 Dalam ekonomi Islam

sumber daya Insani menjadi faktor terpenting, manusia menjadi pusat sirkulasi

manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada.46 Semua karakter ekonomi

di atas mengacu pada karakter dasar ekonomi Islam sebagai ummatan wasatan

(umat moderat) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Isra‟17: 143.

Pengertian wasathan dari sejumlah kitab tafsir, lebih dari satu kata konotasi

makna, yang pertama maknanya ,tawassuth’ moderat, kedua bermakna

‘Tawazzun’ seimbang (balance), ketiga bermakna, Tasamuh terbaik dan alternatif.

Keseluruhan tafsir ini mengindikasikan bahwa dalam Islam dan ekonomi Islam

tidak ada tapi untuk ekstremitas, kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam

member penghargaan yang tinggi kepada orang kaya yang mendapatkan dan

mengelola hartanya secara besar, tetapi juga sangat peduli untuk memberdayakan

kaum miskin. Politik ekonomi tidak pernah segan untuk menindak orang kaya

yang tidak menunaikan hak-hak sosial dari hartanya, dan mengatur fuqara atau

orang miskin yang malas dan selalu meminta belaskasihan orang lain. Dalam

Islam kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga

dialokasikan sedemikian rupa. Karakter ekonomi semacam ini merupakan turunan

dari karakter umat Islam sebagai umat moderat (ummatan wasatan), sebagai umat

moderat kini manusia mengemban tugas sebagai syuhada, yakni acuan dari

45M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer...,hlm.
12.

46Ibid, hlm. 13.
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kebenaran dan standar kebaikan bagi umat manusia. Allah SWT telah menetapkan

aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah SWT telah

menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga

menguntungkan batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga

menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) harus diawasi

masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. Yang dimaksud dengan

istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial dan politik, agama, moral

dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial di susun

sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka

melaksanakan aturan yang disyariatkan oleh Alquran dan hadis, mengontrol serta

mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan ini membentuk

lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka. Aturan-

aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam

hubungannya dengan kekuatan tertinggi (Tuhan), kehidupan sesama manusia,

dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Uraian di bawah ini hanya akan

menjelaskan beberapa aturan “permainan” ekonomi Islam itu tanpa mendalami

berbagai implikasi yang timbul dari padanya, karena (hal itu) berada di luar

cakupan uraian ini. Beberapa aturan itu di antaranya:

1. Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki

kedaulatan mengatur dan mengolah alam semesta yang telah dititipkan oleh Allah

untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya.
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2. Allah telah mengatur kehidupan dan perilaku manusia dengan batas-batas

tertentu sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu

lainnya.

3. Semua manusia tergantung kepada Allah. Semakin tinggi tingkat ketaatan

manusia maka tingkat ketergantungannya kepada Allah akan tinggi dan dia akan

semakin dicintai oleh Allah.

4. Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi

semua manusia. Tidak ada istimewa bagi individu atau bangsa tertentu. 20

Karakteristik yang perlu dipahami dalam ekonomi Islam di antaranya: Meluruskan

kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi Islam (memberikan penghargaan

terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap

persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam,

membantu para ekonomi Muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi

konvensional dalam memahami ekonomi Islam, membantu para peminat studi

fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam

dengan ekonomi konvensional. Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam

adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan

bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas aqidah, akhlak dan asas

hukum.47

Kekuatan dan vitalitas masyarakat mana pun bergantung pada keampuan

memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa bagi anggotanya dan

masyarakat-masyarakat lain. Produksi dan distribusi barang dan jasa ini menuntut

47Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2010), hlm. 13-14.
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sumber-sumber daya bukan saja keuangan, tetapi juga keahlian dan manajemen.

Tidak setiap orang dibekali sumber-sumber daya ini dengan  suatu kombinasi

optimal. Karena itu, mutlak menghimpun semua daya yang tersedia untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Mengingat kekuatan paksa ditiadakan oleh Islam,

penghimpun sumber-sumber daya ini harus diorganisasikan dalam suatu cara yang

saling menguntungkan. Alternatif harus disusun dalam suatu kerangka dua prinsip.48

Pertama, Islam mengakui suatu peran resmi bagi sektor swasta. Akan tetapi

karena kekayaan pribadi dalam Islam hanya merupakan suatu amanat dari Tuhan,

pemilik tidak memiliki hak-hak mutlak terhadapnya. Sumpremasi nilai-nilai moral,

kewajiban menegakkan keadilan sosioekonomi, dan sasaran kesejahteraan umum

yang tidak dapat dihindarkan akan menjadi pagar pembatas bagi gerakannya. Dengan

demikian, alami dan mutlak bagi negara Islam untuk berperan konstruktif,

berorientasi kepada kesejahteraan, dan bahkan mengontrol serta mengelola apa yang

di pandang perlu demi kepentingan masyarakat luas.

Kedua, Islam sungguh-sungguh mengakui peran modal sebagai suatu faktor

produksi. Akan tetapi, karena keuntungan kepada modal dapat ditentukan hanya

sesudah dilakukan perhitungan terhadap semua ongkos, dan mungkin saja bisa positif

atau negatif, Islam melarang suatu laju keuntungan positif yang ditentukan di depan

dalam bentuk bunga. Islam menghendaki bagi hasil dalam suatu cara yang adil.

Dalam kerangka kerja ini ada dua alternatif pengganti bagi pembiayaan

berbasis bunga yang dapat mengentas kemiskinan, pertama adalah qardun hasan dan

yang lain adalah pembiayaan lewat penyertaan modal. Qardun hasan adalah suatu

48Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (terj. Ihkwan abidin B), (jakarta: gema insani press,
2000), hlm. 32.
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pinjaman yang dikembalikan pada akhir periode yang telah disepakati tanpa disertai

bunga atau kerugian. Pembiayaan demikian hanya bersifat altruistis. Karena Islam

menggalakkannya, bentuk pembiayaan ini selalu tersedia di dunia umat Islam, tetapi

sangat terbatas untuk periode jangka pendek dan umumnya untuk membiayai bisnis

skala kecil atau untuk menghilangkan kesulitan personal.49 Ada tiga bentuk

peminjaman untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Mereka adalah: (1)

bisnis pribadi, (2) peminjam dari sektor swasta yang mencari pinjaman untuk

membiayai kebutuhan konsumsinya, dan (3) pemerintah yang mencari dana untuk

membiayai defisit anggaran mereka.50

Berikut ini adalah saluran-saluran yang digunakan sebagai wadah investasi

penyertaan modal dalam sebuah masyarakat Islam guna meminimalisirkan

kemiskinan di suatu Negara:

1. Sole proprietorship

Dalam hal ini, sepenuhnya bergantung pada sumber-sumber keuangan dan

manajemennya sendiri. Dia dapat meningkatkan sumber-sumber daya finansialnya

dengan memperoleh kredit dari penyedia dana yang berperan penting dalam

masyarakat dan tampaknya juga telah menjadi sumber-sumber utama penyediaan

modal jangka pendek. Mayoritas penyedia akan menyediakan kredit dagang sebagai

suatu jalan bagi semua pengecer yang memenuhi kualifikasi.

Bentuk organisasi bisnis sole proprietor, di samping mudarabah, perlu

digalakkan karena hal ini akan membantu mencapi tujuan-tujuan Islam. Cara

demikian akan menyediakan lapangan kewirausahaan dan mampu menjadikan

49Umer Chapra, Sistem Moneter Islam...,hlm. 32.
50Ibid., hlm. 33.
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pelaku bisnis berhan tinggi di kampungnya sendiri, cara ini juga dapat diterapkan

bagi bisnis skala kecil, industri dan pertanian. Dengan demikian dapat membantu

melakukan diversifikasi kepemilikan dan mengurangi konsentrasi kekayaan. Hal ini

juga menggalakkan persaingan, tetapi untuk menghindarkan dampak buruknya

terhadap masyarakat, kompetisi dapat dibuat dalam bentuk yang sehat melalui

organisasi para pelaku bisnis dalam area tertentu atau jenis usaha tertentu ke dalam

bentuk koperasi untuk salig membantu dan memecahkan persoalan-persoalan yang

saling menguntungkan berdasarkan semangat Islam.51

2. Kemitraan

Kemitraan dalam sebuah masyarakat Islam dapat berbentuk dua macam:

a. Mudarabah

Ini merupakan suatu bentuk organisasi di mana pelaku bisnis

menyediakan pengelolaan, tetapi memperoleh sumber-sumber daya

keuangan dari pihak lain. Salah satu wilayah penting di mana pembiayaan

mudarabah diperlukan adalah pendanaan kebutuhan-kebutuhan industri

rumah tangga dan berskala kecil. Barangkali perlu mendirikan suatu

lembaga kredit khusus dengan pengenalan teknologi dalam bidang ini

untuk melengkapi pembiayaan sektor swasta berdasarkan bagi hasil,

dalam rangka mendukung industri-industri demikian dan merelisasikan

tujuan-tujuan Islam memperluas kepentingan bisnis berbasis luas.

51Ibid.,
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b. Syirkah

Ini adalah suatu bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih

menyumbang pembiayaan dan menejemen bisnis, dengan proporsi sama

atau tidak sama. Keuntungan dibagikan menurut perbandingan yang sama

(tetapi tidak selalu demikian) antara para mitra, namun kerugian akan

dibagikan menurut proporsi kepada modal.52

3. Kombinasi antara Sole Proprietorship dan kemitraan

Dalam praktiknya, tentu saja organisasi bisnis akan memfleksikan suatu

kombinasi antara sole proprietorship dan mudarabah atau sebuah kombinasi antara

syirkah dan mudarabah. Dalam hal ini, mereka dapat membiayai bisnis yang sedang

berlangsung dan berbagi hasil menurut rasio yang disepakati. Jika mereka ingin

menghindari kesulitan dengan mencari peluang-peluang bisnis sebagai mitra tidur

dalam kegiatan bisnis lainnya, mereka dapat mengivestasikan dananya melalui

lembaga keuangan dan investasi yang beroperasi menurut prinsip-prinsip Islam.53

4. Perusahaan perseroan

Perusahaan perseroan, di samping lembaga keuangan lainnya, merupakan

bentuk investasi yang paling meyakinkan para penabung yang tidak memiliki bisnis

sendiri untuk berinvestasi dan juga memiliki kemampuan untuk mengevaluasi bisnis

yang sedang berjalan.54

Di samping betuk-bentuk organisasi bisnis yang berorientasi keuntungan di

atas, koperasi yang merupakan bentuk organisasi bisnis berorientasi kepada

52Ibi., hlm. 35.
53Ibid., hlm.36.
54Ibid.
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pelayanan, dapat memberikan sumbangan yang kaya kepada realisasi sasaran-sasaran

suatu perekonomian Islam. Sedangkan Islam pada persaudaraan, koperasi dalam

berbagai bentuknya untuk memecahkan persoalan yang saling menguntungkan antara

para produsen, pelaku bisnis, konsumen, penabung, dan investor, seharusnya

mendapatkan penekanan yang besar dalam sebuah masyarakat Islam. Lebih-lebih,

mengingat nada umum bisbis dalam sebuah perekomomian Islam akan berkisar dari

skala kecil dan menengah, koperasi dapat membantu mencapai skala ekonomi yang

besar tanpa harus menimbulkan keburukan-keburukan yang berkaitan dengannya.

Masyarakat koperasi dapat menyumbang sejumlah pelayanan yang banyak

kepada para anggota, termasuk penyediaan keuangan berjangka pendek bila

diperlukan melalui dana mutal, ekonomi penjualan dan pembelian dalam jumlah

besar, pemeliharaan fasilitas, pelayanan bimbingan, bantuan atau pelatihan untuk

memecahkan persoalan-persoalan manajemen dan teknik, dan asuransi mutual.

Sesungguhnya, sulit melihat bagaimana suatu masyarakat Islam modern dapat

secara efektif merealisasikan tujuan-tujuannya tanpa suatu peran yang dimainkan

oleh koperasi.

Kerja sama informasi antara perajin dan pelaku bisnis sangat menyebar dalam

sejarah kaum Muslimin. Ia memiliki keragaman bentuk seperti serikat kerja,

persaudaraan, order sufi, ibda’ atau bida’ah. dalam semua bentuk koperasi informal

ini, bisnis memberikan pelayanan kepada masing-masing mitra tanpa menerima

keuntungan apa pun, komisi atau pemberian upah. Keragaman bentuk ini

merefleksikan tidak saja persaudaraan Islam dan kepercayaan yang saling
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menguntungkan, tetapi juga memenuhi kebutuhan umum pelaku bisnis berdasarkan

kerja sama yang saling menguntungkan.55

55Ibid., hlm. 37.
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BAB EMPAT

PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH

BESAR

4.1. Demografi Kecamatan Darul Imarah

Kecamatan Darul Imarah merupakan Kecamatan yang bisa dikatakan sebagai

daerah pembangunan dan pengembangan. Hal ini didasarkan pada kondisi dan posisi

wilayah yang berbatasan langsung dengan Banda Aceh sebagi Ibu Kota Provinsi

Aceh, bahkan kalau melihat sejarah perkembangan kota Banda Aceh sendiri tidak

terlepas dari sumbangsih Darul Imarah yang mewakafkan sebagian wilayahnya untuk

perluasan kota. Karena letaknya yang demikian dekat dengan banyak lembaga

Pemerinthan Provinsi yang dibangun di wilayah Kecamatan ini, di antaranya Kantor

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh,

Dinas Peternakan, dan yang terbaru adalah pembangunan gedung Meuligo Wali

Nanggroe sebagai mitra Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2005 Tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh dengan pemberlakuan

Otonomi Khusus secara menyeluruh (kecuali KUA tentunya karena masih dibawah

penguasaan Pemerintah Pusat).55

Darul Imarah berada di ketinggian 2,5–3,1 meter di atas permukaan laut

dengan curah hujan sedang dan suhu udara antara 280c -350c. Mata pencaharian

penduduk secara umum sebagai petani dan pekebun dengan besaran 25% dari 66.783

55Wawancara dengan Hasanuddin, Camat Darul Imarah, pada tanggal 12 September 2017, di
Aceh Besar.
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orang penduduk (berdasarkan data bulan oktober 2012). 27% berstatus sebagai PNS,

11% pedagang, 3,2 merupakan TNI/Polri, selebihnya 6,8% melakoni pekerjaan yang

bermacam ragam.

Struktur Pemerintahan dipimpin oleh seorang camat, yang mewilayahi 4

kemukiman (Mukim Lamreung, Mukim Lam Ara, Mukim Ulee Susu dan Mukim

Daroy Jeumpet) dengan Jumlah Gampong (desa) 32 buah. Geografis Kecamatan

Darul Imarah berada posisi strategis yang dikawal oleh kecamatan, yairu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banda Raya dan Kecamatan

Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar,

dan

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Sp. Tiga,

Aceh Besar.

Tabel. 1.

Jumlah Fakir Miskin, Rumah Tidak Layak Huni, Wanita Rawan Sosial Ekonomi,

Penyandang Cacat di Kecamatan Daru Imarah Tahun 2015-2016

No Nama Gp. FM TLH WRSE PC
1 Lamcot 270 70 68 24
2 Bayu 127 48 15 8
3 Lamsiteh 92 19 28 3
4 Lamsidaya 211 95 20 5
5 Ulee Lheung 150 36 14 8
6 Lamreung 225 85 8 10
7 Lampeuneurut 07 39 3 5
8 Lamblang Trieng 68 21 7 6
9 Pagaroh 96 32 5 5
10 Gue Gajah 306 100 35 18
11 Lheu Blang 772 21 30 3
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12 Garot 964 35 8 13
13 Lamkawe 67 43 13 6
14 Kandang 55 25 10 2
15 Engking 60 30 5 4
16 Lambheu 825 525 5 37
17 Kuta Karang 170 37 20 7
18 Lagang 26 32 7 7
19 Leu Geu 70 20 15 7
20 Lampeuneun 155 35 7 5
21 Gending 17 27 2 0
22 Ulee tuy 267 56 11 9
23 Deumpet Ajun 198 54 4 3
24 Denong 127 67 10 6
25 Pashe Betong 215 37 10 3
26 Leugeu 24 84 15 7
27 Tingkeum 110 43 3 3
28 Lp Up 66 60 29 3
29 Punie 169 103 40 5
30 Lamblang Mayang 110 25 14 4
31 Lamthean 31 28 15 3
32 Daroy Kuneng 100 20 0 0
Keterangan:

FM : Fakir Miskin

RTLH : Rumah Tidak Layak Huni

WRSE : Wanita Rawan Sosial Ekonomi

PC : Penyandang Cacat

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa angka fakir miskin (FM)

di setiap desa di kecamatan Darul Imarah berbeda-beda. Desa dengan tingkat jumlah

fakir miskin terbanyak yaitu desa Garot sebanyak 964 kepala keluarga, sedangkan

jumlah fakir miskin paling sedikit adalah desa Lampeunerut sebanyak 7 kepala

keluarga. Begitupun halnya mengenai rumah-rumah tidak layak huni (RTLH) di

kecamatan ini, jumlah rumah tidak layak huni paling banyak terdapat di desa
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Lambheu dan paling sedikit di desa Lamsiteh, dengan rentang angka tertinggi dan

terendah antara 525 sampai dengan 19 rumah.

Wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) adalah wanita-wanita yang digolongkan

dalam suatu kategori rawan terkena dampak sosial bidang ekonomi, seperti janda dan

wanita tua renta. Pengelompokan tersebut di karenakan stabilitas ekonomi dirinya

sangat mudah berubah ketika tidak mendapatkan penghasilan atau nafkah. Dalam

tabel di atas, jumlah WRSE berkisar antara 0-68 dengan rincian terendah ditempati

oleh desa Daroy Kuneng dan yang tertinggi ditempati oleh desa Lamcot. Penyandang

cacat (PC) di kecamatan ini dapat dikatakan masih dalam batas normal, yaitu paling

banyak penyandang cacat sebanyak 37 orang di desa Lambheu, sedangkan desa

Daroy Kuneng tidak memiliki seorangpun penyandang cacat.

4.2. Kebijakan Pengalokasian Dana Desa di Kecamatan Darul Imarah

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas

hidup manusia melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan. Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan

lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting

bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa.

Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan

hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi

desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan
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penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara

berkelanjutan.56

Untuk penggunaan dana desa di setiap Kabupaten yaitu besaran Alokasi

formula setiap Kabupaten/Kota, yang besarannya 10% (sepuluh persen) dari

anggaran Dane Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :

a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk

b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan

c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah, dan

d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.57

Untuk mengentas kemiskinan, perlunya kebijakan pengalokasian Dana Desa.

Berikut ini penulis akan menguraikan secara menyeluruh kebijakan pengalokasian

dana desa di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Dalam Undang-Undang Desa

Pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan pemerintah dalam desa untuk

melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama

membangun desa antara masyarakat dan pemerintah desa. Visi bersama itu kemudian

diselaraskan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota yang dituangkan dalam

dokumen jangka menengah (RPJM Desa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKP)

serta ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian Pasal 115 dalam Peraturan

Pemerinah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun tentang desa menyatakan, perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman

56Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa ( Di Publikasikan Juni 2016), hlm. 8.

57 PMK No 49 Tahun 2016 Bab 2 Pasal 5 Ayat 1.
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bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar

usulan RKP Desa.

Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM desa.

RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah

kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota paling

lambat bulan juli setiap tahun berjalan. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa

paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP desa menjadi dasar

penetapan APB desa.

Setelah RKP desa ditetapkan maka selanjutnya proses penyusunan APB desa.

Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa

dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan

merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan

untuk menyelenggarakan program dan kegiatan lainnya. Salah satunya untuk

mengentas kemiskinan di desa Darul Imarah.

Kebijakan pengalokasian dana desa di Kecamatan Darul Imarah yaitu:

1. Memfokuskan dalam meningkatkan kesejahteraan desa dengan cara

membangun sarana dan prasarana desa di mana lebih mengembangkan

potensi ekonomi lokal yang dapat menyerap tenaga kerja dari desa setempat,

jika di desa tersebut rata-rata pekerjaan warga setempat adalah petani, maka

dibangunkan saluran irigasi untuk mempermudah warga setempat bercocok

tanam,
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2. Kecamatan Darul Imarah memberi kesempatan kepada desa untuk mengelola

pembangunan desa yang lebih mandiri, pemberdayaan ekonomi, dan lain

sebagainya yang  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, di

mana Kecamatan mendukung penuh setiap desa yang akan membangun suatu

kegiatan yang meningkatkan ekonomi di desa tersebut, namun semua itu

tidak lepas dari pantauan Kecamatan, karena setiap desa berbeda untuk

mengelola dana desa tersebut.58

3. Pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang ekonomi desa.

4. Memberikan modal usaha kepada masyarakat tapi lebih mengutamakan

masyarakat yang menengah kebawah.

5. Kegiatan pembinaan PKK, pembinaan di sini meliputi, pelatihan menyulam,

menjahit, pembinaan kader-kader PKK, pelatihan kelompok wanita tani

6. Kegiatan pelatihan atau studi banding, kegiatan ini dilakukan antar desa dan

kecamatan untuk pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa

7. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa, pelatihan ini untuk membina

kader pemberdayaan dalam melayani masyarakat untuk kedepannya

8. Pembukaan jalan baru dan pembuatan jalan di desa-desa pinggiran perbatasan

desa atau desa yang terpencil agar aksesnya mudah dilalui oleh masyarakat

4.3. Alokasi Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan

Alokasi dana desa di Kecamatan Darul Imarah untuk pengentasan kemiskinan

berdasarkan hasil wawancara dari tiga desa yaitu :

58 Wawancara dengan Hasanuddin, Camat Darul Imarah, pada tanggal 12 september 2017, di
Aceh Besar.
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1. Desa Lamtheun

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di desa tersebut,

mengemukakan hasil wawancara dengan aparatur desa tersebut menyatakan bahwa

pengalokasian dana desa tersebut disesuaikan dengan mata pencarian pertama yang

dilakukan oleh warga desa setempat, dari hasil wawancara penulis menemukan

sebagian besar pekerjaan warga di desa tersebut sebagai petani, jadi aparatur desa

dalam pengelolaan dana desa tersebut lebih  mengutamakan :

a. Pembangunan irigasi untuk untuk pertanian warga setempat, upaya ini

dilakukan agar pertanian tersebut lebih meningkat, dengan meningkatnya

penghasilan petani di desa tersebut maka dapat mensejahterakan

masyarakat.59

b. Aparatur desa menyediakan benih padi di kantor desa, setiap masyarakat

kelompok petani dapat mengambil benih tersebut di kantor desa dan dapat

mengembalikannya setelah panen padi di desa setempat. Kelompok tani di

desa Lamtheun berjumlah 8 kelompok yang setiap kelompok beranggota 6

orang, benih padi diberikan kepada setiap kelompok, pemberian benih padi

ini berbeda-beda terngantung seberapa luar persawahan yang akan mereka

kelola.60

c. Pembangunan jalan persawahan yang dapat mempermudah mengangkut hasil

panen masyarakat setempat.

d. Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu yang ada di desa, pelatihan ini diikuti oleh

ibu-ibu PKK yang beranggota 10 orang dan 8 orang ibu-ibu desa. Pelatihan

59Wawancara dengan Abu Bakar Ali, Kepala desa Lamtheun, pada tanggal 21 september
2017, di Aceh Besar.

60 ibid
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ini diadakan di kantor PKK Lamtheun, pelatih menjahit didatangkan baik dari

kecamatan, desa setempat, dan dari luar kota.61

e. Kegiatan Bantuan sosial, kegiatan ini meliputi pemberian bantuan sosial

untuk warga yang kurang mampu seperti fakir miskin, wanita rawan sosial,

dan masyarakat lain yang layak dibantu. Kegiatan ini mensyaratkan

masyarakat yang layak dibantu dengan syarat dari keluarga miskin yang

dapat dibuktikan dengan surat keterangan mampu dari kepala desa setempat,

hasil tinjauan lapangan dari kader pemberdayaan desa yaitu mengunjungi

rumah-rumah, bantuan yang diberikan meliputi uang tunai, dan sembako.62

2. Desa Lamsidaya

Pengalokasian dana desa di desa ini dialokasikan sebagai berikut:

a. Penyaluran raskin di koperasi dan sembako untuk masyarakat kurang mampu,

dan pembangunan rumah desa, yang di mana rumah desa tersebut disewakan

kepada masyarakat setempat atau kepada pendatang, yang hasilnya

dikembalikan kepada desa lagi untuk dikelola lagi oleh desa yang menjadi

hasil desa.63

b. Kemudian pengalokasian di desa tersebut lebih kepada pemberdayaan

ekonomi, di mana diadakan pelatihan-pelatihan kepada warga setempat,

seperti pelatihan menyulam kepada ibu-ibu PKK, mendaur ulang sampah

menjadi suatu produk, pelatihan tanaman hidroponik yang di mana

61 Wawancara dengan Badriah, ketua PKK Lamtheun, pada tanggal 29 September 2017, di
Aceh Besar.

62 Wawancara dengan Rosma, Penerima Bantuan Sosial, pada tanggal 30 september 2017, di
desa Lamtheun.

63 Wawancara dengan Ridwan, Bendahara desa lamsidaya, pada tanggal 28 september 2017,
di desa Lamsidaya.
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masyarakat setempat bisa bercocok tanam walau pun sebagian dari mereka

tidak memiliki lahan pertanian yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan

sehari-hari atau masyarakat setempat bisa menjual hasil tanaman tersebut

yang hasil penjualan dari tanaman hidroponik dapat mensejahterakan

masyarakat setempat, kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu PKK dan ibu-ibu desa

yang berjumlah 25 orang, pemberi materi didatangkan dari Kecamatan

setempat dan dari luar kota, seperti dari Dinas Pertanian Aceh Besar dan

Dinas Pertanian Banda Aceh.64

c. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, kegiatan ini mencangkup

pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat setempat di kantor PKK.

Kegiatan ini meliputi pembinaan kesenian seperti mengolah suatu produksi

yang bernilai jual seperti pembuatan tas dari sampah plastik.

d. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, anak

yatim-piatu, wanita rawan sosial, pemberian bantuan sosial yang di berikan

kepada masyarakat yaitu untuk anak yatim diberikan perlengkapan sekolah

seperti tas, buku, alat tulis, sepatu serta uang, pemberian ini dilakukan setiap

enam bulan sekali. Kemudian bantuan sosial lainnya yang diberikan berupa

sembako untuk masyarakat yang kurang mampu denga syarat menunjukkan

surat keterangan kurang mampu dari kantor kepala desa.65

64Wawancara dengan Rusli Ishak, Geuchik Lamsidaya, Pada Tanggal 28 September 2017, di
desa Lamsidaya.

65 Wawancara dengan Mardiah, penerima bantuan sosial, pada tanggal 29 September 2017,
di Aceh Besar.
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3. Desa Lampeuneurut

Dilihat dari letak desa tersebut yang berdekatan dengan jalan lintas Nasional

pengalokasian dana desa di desa ini yaitu :

a. Simpan pinjam yang berbasis koperasi, tujuan pengalokasian dana desa yang

berbasis koperasi karena agar masyarakat dapat menggunakan simpan pinjam

tersebut untuk mengembangkan usaha dan masyarakat setempat bisa

meminjam dari koperasi tersebut. Peminjaman modal usaha di desa ini lebih

mengutamakan masyarakat menengah kebawah karena dengan

mengutamakan masyarakat menengah kebawah dalam hal peminjaman modal

usaha maka ekonomi masyarakat tersebut beriring dengan waktu akan

membaik dan pengentasan kemiskinan di desa ini berjalan sesuai dengan apa

yang diharap oleh pemerintah. Peminjaman modal usaha ini mensyaratkan

masyarakat yaitu telah memiliki usaha baik itu toko, peminjaman tersebut

tidak lebih dari lima sampai sepuluh juta rupiah (Rp. 5.000.000-10.000.000

Juta Rupiah). Peminjaman ini dibatasi karena agar dana desa dapat di

alokasikan lagi di tempat-tempat lain untuk dapat mensejahterakan

masyarakat. Pengembalian peminjaman modal tersebut beragam ada yang

satu tahun, 6 bulan tergantung berapa peminjaman modal tersebut.66

b. Selain itu desa tersebut memiliki suatu kegiatan, di mana kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat setempat dinamai dengan kampong kreatif yang

dikelola oleh masyarakat setempat, kegiatan tersebut meningkatkan potensi

sumber daya manusia, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

66 Wawancara dengan Munawir, Ketua Koperasi, pada tanggal 27 September 2017, di Aceh
Besar.
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kampong kreatif lebih kepada pemberdayaan sumber daya manusia dan

pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat setempat

untuk menunjangan kesejahteraan yang bersifat individu atau kelompok dan

semuanya itu digratiskan oleh desa setempat. Kegiatan tersebut berupa,

pendidikan dan pelatihan menjahit untuk ibu-ibu setempat, menyulam,

kemudian pendidikan TPA untuk anak-anak di desa tersebut, les untuk anak-

anak setempat, hal tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan sumber

daya manusia di desa tersebut.67

Melalui musyawarah di Kecamatan Darul Imarah, para masyarakat

membentuk berbagai fasilitas-fasilitas sosial yang mendukung segala aktifitas

masyarakat, diantaranya rekapitulasi dana bantuan Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Kecamatan Darul Imarah:

Dengan adanya sumber dana untuk Kecamatan Darul Imarah dari program,

sudah banyak sarana dan prasarana fisik yang telah dibangun di desa-desa. Alokasi

dana desa untuk pengentasan kemiskinan yaitu :

1. Menambah modal usaha Simpan Pinjam

2. Sarana prasarana fisik yang telah dibangun seperti: jalan desa, saluran

drainase, irigasi

3. Pembangunan rumah desa, di mana rumah desa tersebut disewakan, hasilnya

kembali lagi untuk desa

4. Pembentukan koperasi

67Wawancara dengan Marzuki, geuchiek Lampeuneurut, pada tanggal 25 september 2017, di
Desa Lampeuneurut.
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5. Memfokuskan kepada pemberdayaan ekonomi dengan cara mengadakan

pelatihan-pelatihan usaha mikro

6. pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan cara

pelatihan menjahit, pelatihan menyulam, pelatihan wanita tani, pelatihan

produksi yang bernilai jual seperti pembuatan tas yang bahannya dari

sampah, pelatihan bercocok tanam hidroponik.

7. pembangunan desa yang lebih mandiri, seperti pembangunan yang dapat

mensejahterakan masyarakat contohnya pembuatan jalan yang dapat

mempermudah akses masyarakat.

8. meningkatkan ekonomi lokal dengan cara menyerap tenaga kerja dari desa

setempat.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas khususnya pengalokasian

dana desa yang diterapkan di Kecamatan Darul Imarah sesuai dengan konsep yang di

kemukakan oleh Umer Chapra, di mana menurut Umer Chapra pengentasan

kemiskinan dapat dilakukan dengan cara : Merealisasikan pertumbuhan ekonomi,

mewujudkan kesejahteraan manusia, mengurangi perbedaan pendapat dan

pemerataan kekayaan, dari poin-poin tersebut secara umum pengentasan kemiskinan

di Kecamatan Darul Imarah sesuai dengan perspektif Umer Chapra, yang di mana

merealisasikan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Darul Imarah hampir

sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat-masyarakat setempat di mana banyak

pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh aparatur desa untuk menunjang sumber daya

manusia seperti dilaksanakan pelatihan menjahit, kelompok wanita tani di mana

pelatihan tersebut dilakukan supaya ibu-ibu yang ada di desa dapat melakukan suatu
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kegiatan yang menujang kreatifitas tersebut, kemudian kegiatan pembinaan PKK

seperti pelatihan menyulam, pelatihan mengelola sampah menjadi suatu kreatifitas

yang bernilai jual, hal ini didukung oleh aparatur desa serta masyarakat lainnya,

kemudian mewujudkan kesejahteraan manusia seutuhnya dilakukan oleh setiap desa,

karena mewujudkan kesejahteraan manusia merupakan visi misi setiap desa,

kesejahteraan yang dilakukan di Kecamatan Darul Imarah berupa kegiatan bantuan

sosial, kegiatan tersebut berupa bantuan-bantuan yang diberikan untuk masyarakat

fakir miskin, wanita rawan sosial, kaum dhuafa yang ada di desa-desa di Kecamatan

Darul Imarah. Pemerataan kekayaan menurut Umer Chapra dengan melakukan

pemerataan kekayaan maka masyarakat dapat merasakan keadilan, tidak pandang

status sosial, jadi di Kecamatan Darul Imarah menerapkan sistem yang seperti

paparan Umer Chapra terhadap pemerataan kekayaan, di mana setiap desa

melakukan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga yang kurang mampu ditambah

lagi sekarang sudah ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat membantu

dalam mensejahterakan masyarakat. Program Keluar Harapan adalah program

perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga

sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan

dan kesehatan. Kemudian dalam hal pembanguna infrastruktur desa, pembangunan

yang dilaksanakan tidak boleh menggunakan kontraktor dari luar desa karena setiap

pembangunan di desa bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, semuanya

dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dengan tujuan lain agar masyarakat di desa

mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
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BAB LIMA

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Dari uraian yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya berikut ini

adalah kesimpulan yang dapat diambil di antaranya sebagai berikut :

1. Konsep pengentasan yang digunakan oleh Umer Chapra dalam mengentaskan

kemiskinan yang berbasis ekonomi menurut Umer Chapra, yakni:

Merealisasikan pertumbuhan ekonomi, Mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, Mengurangi perbedaan pendapat dan pemerataan kekayaan.

Dalam konsep pengentasan kemiskinan menurut Umer Chapra, suatu Negara

harus memiliki landasan (prinsip-prinsip) ekonomi Islam dalam

mengentaskan kemiskinan setidak-tidaknya terdiri atas empat komponen

yakni: tauhid, adil, khilafah dan tazkiyah.

2. Konsep pengelolaan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah dengan melakukan

Pembangunan desa yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat seperti

pembangunan jalan yang dapat mempermudah akses perjalanan masyarakat,

pemberdayaan ekonomi seperti mengadakan pelatihan menjahit, pelatihan

bercocok tanam hidroponik, pelatihan usaha mikro, peminjaman modal usaha

untuk masyarakat, pemberdayaan BUMG. Pembangunan-pembangunan yang

dilakukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup
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manusia melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal yang dapat menyerap tenaga kerja dari

desa setempat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.

3. Pelaksanaan program dana desa untuk pengentasan kemiskinan di Kecamatan

Darul Imarah telah menerapkan prinsip-prinsip yang seperti Umer Chapra

paparkan, pelaksanaan alokasi dana desa untuk pengetasan kemiskinan seperti

pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat yaitu

pembangunan jalan, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang

sesuai dengan paparan Umer Chapra untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat di Kecamatan Darul Imarah yaitu peminjaman modal, bantuan

sosial yang diberikan untuk masyarakat miskin, yatim-piatu, peminjaman

benih padi untuk kelompok tani, pembangunan irigasi, pembinaan BUMG.

Dalam proses pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Darul

Imarah menggunakan paparan Umer Chapra yaitu merealisasikan

pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan manusia, pemerataan

kekayaan dan semua itu sesuai dengan apa yang di Kecamatan Darul Imarah

terapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penulis menyampaikan beberapa saran

sebagai berikut:
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1. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya kecamatan Darul Imarah,

supaya menjalankan Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah

ditetapkan dalam RKP desa dijadikan pedoman dalam proses

penganggarannya. Anggaran pendapatan merupakan rencana anggaran

keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan

program dan kegiatan lainnya. Salah satunya untuk  mengentas kemiskinan di

desa Darul Imarah.

2. Untuk Aparatur Desa, supaya membuat perencanaan program yang lebih

menekankan pada penurunan angka pengangguran dan kemisikinan.

3. Untuk masyarakat umum, agar menggunakan dana desa secara bijak supaya

pengentasan kemiskinan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah.
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